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PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS PERUBAHAN PERDA PENGELOLAAN SAMPAH

: Dukungan Dewan Tuntaskan Masalah Sampah kg
\o .

Jajaran pimpinan dewan memimpin suiang paripurna ter- Unsur per

kait perubahan perda pengelolaan

" YOGYA (KR) - Tahun ini akan menjadi tong-
gak sejarah dalam hal pengelolaan sampah.
Terutama dengan munculnya kebijakan desen-

tralisasi sampah ke ing- ing
kabupaten dan kota per April mendatang. Dalam
menjalankan fungsinya di bidang legislasi,
DPRD Kota Yogyakarta pun memberikan du-

pen; laan sampah.

Bentuk dukungan disampaikan melalui pan-
dangan umum tiap fraksi yang ada di lembaga
dewan. Sebagai bagian dari alat kelengkapan,
“usulan eksekutif untuk/merubah perda terkait
pengelolaan sampah, menjadi pencermatan di
‘masing-masing fraksi. Dukungan pun akhirnya .
d:benkan agar dalam proses lol: sam-

KR-Ardhi Wahdan

KR-Ardhi Wahdan
daerah

forum
menghadiri sidang paripurna.

laan sampah tidak terta.ngam dengan baik.
"M kat akhirnya

kewajiban untuk memberlkan BLPS kepada pi-

Anggota dewan khidmat mengikuti sidang paripurna terkait
perubahan perda pengelulaan sampah.

KR-Ardhi Wahdan

NasDem mengusulkan pada Pemkot. Yogyak

ketika pemda memutuskan untuk menutup TPA
Piyungan sebagai respons atas kelebihan volume
sampah dan kapasitas pengelolaan sampah TPA
Piyungan yang sangat terbatas. Kebijakan terse-
but praktis berdampak pada tumpukan sampah

kungan atas rencana perubahan perda terkaity yangmulai banyak ditemukan di ruang publik,"
urainya.

Untuk itu, melalui rencana perubahan perda
terkait pengelolaan sampah maka dibutuhkan
terobosan dan solusi supaya persoalan persam-
pahan tidak menjadi sumber permasalahan
dalam keunangan daerah. Pasalnya, dalam pe-
rubahan pé’da mu dinyatakan jika pemerintah
akan lolaan sampah sesuai de-

pah ke depan memlhkx landasan hukum yang
a sekutif mamlhkl peran”

0 Putro, dalam pandangannya
ikan persoalan sampah menjadi iro-

PD[PDPRDKntaYogwkartaFX :

hak yang it ol sam-

agar lkan proses kerja sama pihak

pah juga harus disertai dengan ketentuan akunt-
abilitas dan tata kelola yang ketat atas pembi-
ayaan kewajiban tersebut agar tidak buk

lain supaya pengelolaan sampah Kota Yogya ke
depan bexjalan dengan rap1 dan tidak mengalami

ruang penyimpangan baru dari biaya pengelola-
an sampah di Kota Yogya.

Di samping itu, Fraksi PKS meminta agar jika
pemerintah daerah melakukan kerja sama de-

di teknis " katanya.

Senyampang dengan itu, Ketua Fraksi PAN
Indaruwanto Eko Cahyono, sangat setuju jika pe-
merintah kota mulai berbenah dengan memba-
ngun infrastruktur pengu]ahan sampah mandiri.
Kebijak d i dalam hal

ngan pihak lain dalam daan dan pengope-
rasian pengelolaan sampah maka perjanjian ker-
ja sama yang dibuat harus disusun secara cexmat
dan dipastikan agar tidak merugikan pemkot
maupun masyarakat di sekitarnya. "Rambu-
rambu untuk pembuatan kerjas ama ini harus
dlbuat agar kerja sama yang dilakukan dapat be-

ngan k dan } k
ezgh.Haluublsabetbandmgtﬂrbahkdenganse-
mangat Kota Yogya yang melakul

per sam-
pah dl Kota Yogya," katanya.
kan Fraksi NasDem juga memberikan

. sebagai kota pariwisata dan kota layak huni,
menf,ara Fraksi PKS melalui ketua
a, Triyono Hari Kuncoro, juga berharap
ag'ar beban éembmyaan kewajiban harus dihi-

Kota Yogya yang
ﬁxamwa memiliki tampilan depan
mu) yang sangat bagus dan tertata
ara YIA, tetapi dapur berupa tem-

dan efisiensi penge-
lolaan sampah yang dilakukan dan sesuai de-
ngan kinerja dari pihak yang d pembi-

dukungan terkait perubahan perda karena se-
tahun terakhir masalah sampah menjadi per-
soalan pelik. Ketua Fraksi NasDem Sigit
‘Wicasono menilai tahapan pengelolaan sampah
Kota Yogya meliputi kegiatan pemadatan, pen-
gomposa, daur ulang materi atau energi. Dalam

ayaan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah

bisa dilakukan pemerintah da-
erah secara mandiri atau bekerja sama dengan

sampah juga harus dilihat sebagai langkah posi-
tif untuk mendorong pengelolaan sampa.h yang
lebih ber jawab dan berkel
Sehingga pemkot perlu membuka peluang sebe-
sar-besarnya kepada LSM dan komunitas untuk *
bisa terlibat.

Fraksi PAN juga memandang terdapat kepas-
tian hukum sekahgus tantangan. Salah satunya

dalam hal di

aan dana yang cukup untuk membangun infras-
truktur dan operasional pengolahan sampah di
Kota Yogya. Begitu pula terkait kesulitan dalam
menemukan lahan yang cocok untuk pemba-
ngunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
(TPST) di daerah perkotaan. Sehingga perlu
adanya pendampingan dan bantuan dari Pemda
DIY kepada Kota Yogya yang masih memiliki

pat pembunnganakhn'('I'PA) dan sistem pengelo-  (BLPS). Demikia.n pula dengan aturan mengenai  pihak lain terkait. "Kami dari Fraksi Partai keterbatasan. (Dhi)-f
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
Netral Biasa Untuk Diketahui
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